Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban
APBD 2022 Dihadiri Sekda dan Kepala OPD
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MAMUJU - Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib bersama pimpinan OPD lingkup
pemkab Mamuju menghadiri pemgesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun 2022. Pengesahan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju,
Selasa (12/9/2023).

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Naskah ranperda biasanya memuat tujuh jenis laporan, sesuai peraturan pemerintah nomor 12
tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
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Sehingga pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, Pengesahan Ranperda Pertanggunjawaban APBD 2022 di DPRD
Mamuju  Dihadiri Sekda dan Kepala OPD, 13  September  2023.

https://sulbar.tribunnews.com/2023/09/13/pengesahan-ranperda-pertanggungjawaban-

apbd-2022-di-dprd-mamuju-dihadiri-sekda-dan-kepala-opd

M.caping.co.id, Pengesahan Ranperda Pertanggunjawaban APBD 2022 di DPRD Mamuju
Dihadiri Sekda dan Kepala OPD, 15 September 2023.
https://m.caping.co.id/news/detail/12982921

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada Pasal 1
ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan
daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
c. Pasal 31 pada Ayat :

1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
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2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan daerah.

d. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun

dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengatur bahwa:

a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;

b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. Pasal 4 pada ayat :

1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai kewenangan:

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah

mendapat persetujuan bersama DPRD.
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d. Pasal 194 pada ayat :

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa olen Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat
persetujuan bersama.

3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah
menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

e. Pasal 195 ayat (1) yang menyatakan Rancangan Perda provinsi tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
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